REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Klasifikas Barang.
Pembebanan Tarif Bea Masuk. Barang Impor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.011/2011
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikas
Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang
Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Peraturan Menteri  Keuangan ~ Nomor
65/PMK.011/2011, telah ditetapkan sistem klasifikasi
barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang
impor;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
tertentu, jasa pelayaran, dan industri perfilman di dalam
negeri, perlu dilakukan penyesuaian  terhadap
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa
produk-produk bahan baku dan barang modal industri
tertentu, produk-produk kapa tertentu, dan produk-
produk bahan baku dan peralatan film tertentu;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dadam huruf a dan huruf b, serta daam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
tentang Penetgpan Sistem Klasifikass Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
tentang Penetgpan Sistem Klasifikass Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011;

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/1/2011
tangga 21 Januari 2011 tentang Usul Peninjauan
Kembali Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk
Industri;

2. Surat Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/2/2011
tanggad 8 Februari 2011 tentang Usul Tambahan
Peninjauan Kembali Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-
Produk Industri;
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3. Surat Menteri Perindustrian Nomor 129/M-IND/3/2011
tangga 2 Maret 2011 periha Usul Peninjauan Kembali
Tarif BeaMasuk Kapal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH  ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006
TENTANG PENETAPAN SISTEM  KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
ATASBARANG IMPOR.

Pasdl |

Mengubah  Lampiran Il Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikass Barang Dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.011/2011, yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor
produk-produk bahan baku dan barang modal industri tertentu, produk-produk
kapal tertentu, dan produk-produk bahan baku dan peralatan film tertentu,
sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran I, dan
Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal I

1. Terhadap penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
berlaku ketentuan pemberlakuan sebagai berikut:

a. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal Peraturan
Menteri Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2011.

b. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2012.

c. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I11
Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal Peraturan
Menteri Keuangan ini diundangkan.

2. Terhadap barang impor yang tarif bea masuknya tidak tercantum dalam
kolom (5) pada Lampiran I, Lampiran |l, dan Lampiran Il Peraturan
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Menteri Keuangan ini, berlaku penetapan tarif bea masuk berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011.

3. Pedoman dalam rangka teknis pelaksanaan pembebanan tarif bea masuk
atas barang impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor beserta perubahannya,
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatangga 13 April 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUSD.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 18 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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LAMPIRAN |
PERATURAN  MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR

80/PMK.011/2011 TENTANG PERUBAHAN
KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006
TENTANG PENETAPAN SISTEM
KLASIFIKAS BARANG DAN
PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS

BARANG IMPOR

POS/SUB POS % BEA
HEADING/ DESCRIPTION OF MASUK/ %
NO. SUB URAIAN BARANG GOODS IMPORT
HEADING DUTY
) @ ©) 4 ®)
84.42 Mesin, aparatus dan perlengkapan Machinery, apparatus and
) (selain mesin equipment (other than
perkakas yang dimaksud dalam pos the machine-tools of
84.56 sampai headings 84.56 to 84.65),
dengan 84.65), untuk menyiapkan atau for preparing or making
membuat plates, cylinders or
pelat, silinder cetak atau komponen other printing components;
cetak plates, cylinders
lainnya; pelat, silinder cetak dan and other printing
komponen components; plates,
cetak lainnya; pelat, silinder dan batu cylinders and lithographic
lito- stones, prepared
graf, disiapkan untuk keperluan for printing purposes (for
pencetakan example, planed,
(misalnya, diratakan, dibuat tidak licin grained or polished).
atau
dipoles).
8442.30 -Mesin, aparatus dan perlengkapan : -Ma_chlneryz apparatus and
equipment :
8442.30.10 --Dioperasikan secara elektrik --Electrically operated
-Bagian dari mesin, aparatus atau -Parts of the foregoing
8442.40 >
perlengkapan machinery, apparatus
yang tersebut di atas : or equipment :
--Dari mesin, aparatus atau perlengkapan | --Of electrically operated
1 8442.40.10.00 yang machines, apparatus 0

84.45

dioperasikan secara elektrik

Mesin untuk pengolahan serat tekstil;
mesin

pemintal, penggandaan atau pemilinan
dan mesin

lainnya untuk memproduksi benang
tekstil;

or equipment

Machines for
textile fibres;

preparing

spinning, doubling or
twisting machines and

other machinery for
producing textile yarns;
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